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ABSTRAK

Analisis Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada
Instituto Nacional da Administração Pública (INAP)Timor Leste

1.Augusto da Costa. augustodacosta1980@gmail.com
2.Prof. Dr.Nurliah Nurdin, MA.nurliah nurdin@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta,

Instituto Nacional da Administração Pública (INAP) Timor-Leste masih
menghadapi tantangan dalam optimalisasi serapan anggaran yang berdampak
pada pelaksanaan program dan efektivitas kelembagaan. Kondisi tersebut
berkaitan dengan kualitas laporan keuangan yang belum sepenuhnya
mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan
untuk menjelaskan penyebab belum optimalnya kualitas laporan keuangan pada
INAP Timor-Leste serta merumuskan strategi peningkatan kualitas laporan
keuangan lebih transparan, akuntabel, dan berkualitas serta merumuskan upaya
peningkatannya. Kerangka analisis mengacu pada enam dimensi kualitas
pelaporan keuangan, yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian
internal, kepatuhan terhadap standar akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi,
transparansi dan akuntabilitas manajerial, serta komitmen manajemen oleh
Tjiptono dan Diana (2019). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan
melibatkan sepuluh informan kunci. Data dikumpulkan melalui wawancara
mendalam, observasi, dan analisis dokumen dengan teknik triangulasi untuk
memastikan validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan
kualitas laporan keuangan memerlukan penguatan kompetensi SDM,
pengembangan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan transparansi,
akuntabilitas, dan mekanisme evaluasi berkelanjutan.
Kata kunci: Kualitas Laporan Keuangan, Sumber Daya Manusia, Sistem

Pengendalian Internal, Transparansi, Akuntabilitas.
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ABSTRACT

Analysis of Improving the Quality of Government Financial Reports at the
Instituto Nacional da Administração Pública (INAP) in Timor Leste

1.Augusto da Costa. augustodacosta1980@gmail.com
2.Prof. Dr.Nurliah Nurdin, MA.nurliah nurdin@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta,

Timor-Leste's National Institute of Public Administration (INAP) continues to
face challenges in optimizing budget absorption, which impacts program
implementation and institutional effectiveness. This condition is related to the
quality of financial reports, which do not fully reflect the principles of
transparency and accountability. This study aims to explain the causes of the
suboptimal quality of financial reports at INAP Timor-Leste and to formulate
strategies to improve the quality of financial reports to be more transparent,
accountable, and high-quality, as well as formulate efforts to improve these. The
analytical framework refers to six dimensions of financial reporting quality:
human resource competency, internal control systems, compliance with
accounting standards, utilization of information technology, managerial
transparency and accountability, and management commitment as described by
Tjiptono and Diana (2019). The study used a qualitative approach involving ten
key informants. Data were collected through in-depth interviews, observations,
and document analysis using triangulation techniques to ensure data validity. The
results indicate that improving the quality of financial reports requires
strengthening human resource competencies, developing information technology
infrastructure, and enhancing transparency, accountability, and continuous
evaluation mechanisms. Keywords: quality of financial reports, human resources,
internal control systems, transparency, accountability.

Keywords: Quality Of Financial Reports, Human Resources, Internal Control
Systems, Transparency, Accountability.
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BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dinamika tata kelola pemerintahan modern, transparansi dan

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik telah menjadi salah satu

indikator penting untuk mengukur kualitas kinerja dan integritas suatu negara.

Temuan dari World Bank serta Transparency International memperlihatkan

bahwa negara yang memiliki sistem pelaporan keuangan yang tertata dan

informatif cenderung memperoleh skor lebih tinggi dalam indeks kinerja

pemerintahan dan integritas sektor publik. Sejalan dengan itu, penerapan

standar internasional seperti International Public Sector Accounting Standards

(IPSAS) mendorong setiap institusi publik untuk menyusun laporan keuangan

yang relevan, andal, dan berbasis aktual. Hal ini tidak hanya bertujuan

memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab

moral dan sosial kepada masyarakat luas.1

Di kawasan Asia Tenggara, terdapat perbedaan yang cukup mencolok

antara Indonesia dan Timor-Leste dalam aspek kualitas laporan keuangan serta

pengelolaan fiskal. Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam

akuntabilitas keuangan negara, tercermin dari opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP), yang secara konsisten diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) selama beberapa

tahun terakhir. (LKPP Tahun 2023 diberitakan pada 16 Juli 2024 oleh Media

Keuangan Kementerian Keuangan).

Selain itu, Indonesia juga mencatat pertumbuhan aset tetap dan

peningkatan investasi jangka panjang yang berkesinambungan. Sebaliknya,

Timor-Leste masih menghadapi berbagai tantangan struktural dalam tata kelola

keuangannya. Tingkat realisasi anggaran tahunan cenderung rendah, sementara

1 Kohler & Bowra, (2020)
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ketergantungan terhadap Dana Perminyakan masih sangat tinggi. Evaluasi

terhadap kinerja belanja dan akuntabilitas publik di Timor-Leste juga

menunjukkan stagnasi, sebagaimana disoroti dalam laporan Public Expenditure

and Financial Accountability Assessment (PEFA) serta publikasi tahunan dari

organisasi pemantau kebijakan seperti La’o Hamutuk. (Menurut Public

Financial Management Performance Measurement Framework, 2016,

2022.dan La’o Hamutuk2

Pelaksanaan belanja pemerintah tahun 2023 tidak menggambarkan capaian

nilai kinerja dalam pengelolaan belanja pemerintah Timor Leste, Pada tanggal

1 Juli 2023 terjadi pergantian Pemerintahan Konstitusional VIII menjadi

Pemerintahan IX. Konstitusional, yang memperbaiki Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara tahun 2023. Pada tanggal 10 Agustus, Pemerintah

Konstitusional IX menyampaikan proposal Orçamento Geral do Estado (OGE),

baru ke Parlemen Nasional dengan persetujuan akhir US$ 1.960.477.418,00,

menunjukkan pengurangan anggaran sebesar 9%, atau US$ 195.237.888,00,

setelah penyearah. Pemerintah Konstitusi IX mendistribusikan anggaran pada

subsektor Administrasi Pusat sebesar US$ 1.633.000.000,00 dan mengalami

penurunan sebesar 9,3% dibandingkan dengan anggaran awal untuk sektor ini,

untuk Jaminan Sosial USD 243.715.306,00 (termasuk FRSS) dengan

peningkatan sebesar 3% dan RAEOA US$83.762.112, menurun sebesar 30%.

Dengan cara ini, pelaksanaan Orçamento Geral do Estado untuk semua semua

sektor hingga akhir tahun 2023 menunjukkan tingkat eksekusi sebesar 76%.

Berdasarkan hasil dari laporan keuangan tersebut pada periode tahun2023,

menggambarkan lemahnya seluruh para administrator pemerintah dalam

pengimplementasian anggaran sehingga dalam pelaksanaan anggaran hanya

pada 76% (Decreto-Lei N.º 1/2023 de 25 de Janeiro)3

Dalam lingkup nasional, Pemerintah Timor-Leste dihadapkan pada

tantangan serius dalam mengoptimalkan pemanfaatan anggaran negara secara

2.Menurut Public Financial Management Performance Measurement Framework, 2016, 2022.dan
La’o Hamutuk (berbagai laporan 2010–2023)

3. (Decreto-Lei N.º 1/2023 de 25 de Janeiro)
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efektif dan tepat sasaran. Berdasarkan laporan relatório de execução anual do

orçamento geral do estado, tingkat pelaksanaan belanja hanya mencapai

sekitar 76% dari total anggaran yang telah disetujui. Rendahnya tingkat

penyerapan ini bukan sekadar soal administratif, tetapi mencerminkan

persoalan mendasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

fiskal di berbagai institusi pemerintahan. Ketidakseimbangan ini

memperlihatkan adanya celah dalam sistem tata kelola anggaran dan

mempertegas pentingnya reformasi dalam pelaporan keuangan sektor publik.

Laporan keuangan yang akurat dan informatif menjadi landasan utama untuk

mendukung pengambilan keputusan fiskal yang tepat dan pembangunan yang

berkelanjutan dalam jangka panjang. (Ministério das Finanças Timor-Leste,

edisi terbaru tahun 2023.4

Secara kelembagaan, di Instituto Nacional da Administração Pública

Timor-Leste memegang peranan strategis dalam mendukung reformasi

birokrasi nasional melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas

aparatur sipil negara. Dalam menjalankan mandat tersebut, Instituto Nacional

da Administração Pública secara berkelanjutan memperoleh alokasi anggaran

negara untuk menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan

pengembangan sumber daya manusia Pegawai Negri Sipil (PNS). Namun,

berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, terlihat adanya ketidaksesuaian

yang cukup mencolok antara anggaran yang telah direncanakan dan tingkat

realisasi belanjanya. Dari total anggaran sebesar $1.037.825, realisasi

penggunaan hanya mencapai 72,8%, menyisakan lebih dari $279.000 yang

tidak dimanfaatkan, Tidak terserapnya anggaran ini mencerminkan tantangan

dalam pengelolaan keuangan internal, baik pada tahap perencanaan,

pelaksanaan kegiatan, maupun dalam sistem pelaporan yang seharusnya

menjadi dasar akuntabilitas publik. 5

4.Ministério das Finanças Timor-Leste, edisi terbaru tahun 2023.dan Allen dan Tommasi (2001)
5.Allen & Tommasi (2001)
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Situasi ini semakin menguat ketika melihat rendahnya tingkat pemanfaatan

anggaran pada pos belanja operasional, khususnya dalam pengadaan barang

dan jasa. Di sisi lain, lemahnya sistem pengendalian internal turut menjadi

faktor yang memperburuk efisiensi pengelolaan keuangan publik. Tidak

adanya unit audit internal yang bersifat independen memperbesar potensi

penyimpangan dan kesalahan dalam proses pelaksanaan anggaran. Kondisi ini

bukan hanya berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan yang

dihasilkan, tetapi juga memengaruhi persepsi masyarakat terhadap tingkat

transparansi dan akuntabilitas institusi pemerintah. Minimnya keterbukaan

informasi, pengambilan keputusan yang tidak konsisten, serta lemahnya

mekanisme pengawasan internal menjadi hambatan utama dalam mewujudkan

sistem pelaporan keuangan yang andal, akurat, dan layak dipercaya.6

Berdasarkan pemaparan kondisi yang telah diuraikan sebelumnya, Kajian

mendalam terhadap berbagai faktor yang memengaruhi kualitas laporan

keuangan pemerintah menjadi hal yang sangat krusial, khususnya dalam

konteks kelembagaan Instituto Nacional da Administração Pública (INAP) di

Timor-Leste. Kompleksitas dalam pengelolaan keuangan publik memerlukan

pendekatan analitis yang mendalam agar dapat diidentifikasi secara

komprehensif kendala maupun peluang perbaikan dalam sistem pelaporan

keuangan pemerintah.7

Pemerintah mengeluarkan Anggaran Berdasarkan Klasifikasi Fungsional

(Budget rectification Expenditures by functional classification) Per 1 Januari

sampai akhir tahun Per 31 Desember 2023 dengan total sebesar $1,96 miliar.

Untuk belanja Administrasi Publik (41%), Sektor Ekonomi sekitar (22%),

Social Protection mendapatkan 13%, Police dan Justice (6,7%), Education

6.Intosai, (2004)
7.Mardiasmo (2018, hlm. 12)
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(7,0%) Kesehatan (4.8%), Enviroment (0.6%), Sports,Rec (0,4%), Housing

(1.3%) Militari (3,3%)8

Gambar Grafik 1.1
Berdasarkan Klasifikasi Fungsional

(Budget rectification Expenditures by functional classification)
Timor Leste Per 1 Januari sampai akhir tahun Per 31 Desember 20239

Sumber : La’o Hamutuk (berbagai laporan 2010–2023

Grafik "2023 Budget Rectification: Expenditures by Functional

Classification" menunjukkan proporsi belanja pemerintah Timor-Leste

berdasarkan fungsi dalam anggaran tahun 2023, dengan total sebesar $1,96

miliar (tidak termasuk transfer internal). Grafik ini mengungkapkan beberapa

8.Minister of Finance, Direktorat Anggaran Nasional yang ditampilkan dalam laporan anggaran
revisi tahun 2023biasa dikenal sebagai “Budget Book” atau Relatório de Rectificação do
Orçamento.)

9.Budget rectification Expenditures by functional classification) Timor Leste Per (1januari sampai
akhir tahun Per 31 Desember 2023)
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masalah penting dalam alokasi anggaran yang perlu diperhatikan (Mardiasmo,

2018; Mahmudi, 2016) :10

Dominasi belanja untuk Administrasi Publik (41%) Alokasi terbesar

anggaran sebagian besar dana negara masih difokuskan pada kegiatan birokrasi

dan operasional pemerintahan. Dominasi ini menimbulkan kekhawatiran

bahwa anggaran negara belum sepenuhnya diarahkan pada sektor-sektor yang

berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti kesehatan dan

pendidikan. 11

Keseimbangan Pembangunan yang Belum Tercapai Sektor-sektor penting

seperti Kesehatan (4.8%), Pendidikan (7.0%), dan Perumahan (1.7%)

menerima porsi yang relatif kecil dibandingkan dengan total anggaran. Ini

menunjukkan masih kurangnya prioritas terhadap pembangunan sumber daya

manusia dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.12 Sektor Sosial dan

Perlindungan Kurang Diperkuat Meskipun Social Protection mendapatkan

13%, jumlah ini masih bisa dianggap minim mengingat kondisi sosial-ekonomi

masyarakat Timor-Leste yang masih menghadapi banyak tantangan, seperti

kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan akses layanan publik

International Monetary Fund (IMF) 2023.

Rendahnya Perhatian pada Lingkungan dan Rekreasi Alokasi untuk sektor

Environment (0.6%) dan Sports & Recreation (0.4%) sangat kecil. Ini

mencerminkan kurangnya perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan dan

kesejahteraan sosial secara holistik. Hal ini dapat berdampak jangka panjang

terhadap kualitas hidup dan ketahanan lingkungan. Asian Development Bank

(ADB) (202113. Risiko Ketidakefisienan Penggunaan Anggaran Ketimpangan

dalam proporsi belanja ini juga dapat mencerminkan potensi inefisiensi dalam

alokasi dan penggunaan anggaran, terutama jika belanja administratif tidak

10.Mardiasmo, 2018; Mahmudi, (2016)
11. UNDP. (2022). Human Development Report Timor-Leste. Dili: United Nations Development

Programme
12. World Bank. (2023)
13.Asian Development Bank (ADB). (2021
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disertai dengan reformasi birokrasi dan transparansi anggaran World Bank.

(2023)

Berdasarkan data yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan,

Instituto Nacional da Administração Pública (INAP) menetapkan proyeksi

kebutuhan anggaran umum untuk tahun 2023 sebesar $1.037.825,00. Anggaran

ini kemudian dialokasikan ke dalam beberapa pos belanja utama, yaitu: Gaji

Pegawai Negeri Sipil (Salariu Vensimentu) sebesar $498.216,00, Belanja

Barang dan Jasa (Bens Servisu) sebesar $502.609,00, Belanja Modal Kecil

(Capital Minor) sebesar $34.000,00, serta Transfer kepada Publik

(Transferensia Públiku) sejumlah $3.000,00. Namun demikian, realisasi

pelaksanaan anggaran menunjukkan bahwa tidak seluruh alokasi tersebut dapat

diimplementasikan secara optimal sepanjang tahun berjalan. Terdapat

ketidakseimbangan antara anggaran yang direncanakan dengan dana yang

benar-benar digunakan, yang tercermin dari masih adanya saldo anggaran yang

tidak terserap hingga akhir periode pelaporan. Kondisi ini menandakan bahwa

efektivitas dalam pengelolaan anggaran masih perlu ditingkatkan, khususnya

dalam aspek perencanaan dan eksekusi kegiatan di masing-masing kategori

belanja (penjelasan laporan keuangan INAP) 14

Informasi lebih rinci mengenai struktur alokasi dan realisasi anggaran

tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1, yang menyajikan ringkasan laporan

keuangan INAP Timor-Leste pada periode 1 Januari hingga 31 Desember 2023.

Sumber: Relatório de Execução Anual do OGE 2023, Ministério das Finanças,

Timor-Leste.15

14.Mahmudi, M. (2019)
15.Relatório de Execução Anual do OGE 2023, Ministério das Finanças, Timor Leste.
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Tabel 1.1
Laporan Keuangan Instituto Nasional Administrasi Publik

INAP-Timor Leste Per 1januari sampai akhir tahun
Per 31 Desember 2023

Ringkasan pelaksanaan anggaran umum tahun 2023
(Sumariu Exekusaun Orsamentu Jeral 2023)

Total Anggaran Umum
2023

(Tol Orsamentu Jeral
2023 )

$ 1.037.825,00

N
u

Kebijaksanaan
berdasarkan
Kategori
(Diskrisaun Por
Kategoria)

Anggaran
(Orsamentu
2023)

Jumlah
Biaya
(Total
Gastos)

keseimbang
an
(Balansu)

% Belum
Diimpleme
ntasi

1
Salariu Vensimentu
(Gaji Pegawai
Negri Sipil)

$ 498.216,00 $ 420.679,7
7 $ 77.536,23

$77.536,23
(15,56%)

2 Bens Servisu
(Barang Pelayanan) $ 502.609,00 $ 306.475,0

8
$ 230.133,9
2

$230.133,9
2(45,79%)

3 Capital Minor
(Modal Kecil) $ 34.000,00 $.27.996,00 $ 6.004,00 $6.004,00(

17,66%)

4

Transferensia
Públiku
(Transferensia
Publik)

$ 3.000,00 $ 3.000,00 $ $0,00 (0%)

Total $ 1.037.825,00 $ 758.150,8
5

$.313.674,1
5

72.8%.
(30,23%)

Sumber :RelatórioMinistério das Finanças, Timor-Leste.

Berdasarkan Tabel 1.2, terlihat bahwa alokasi anggaran yang diberikan

oleh Pemerintah Timor-Leste kepada Instituto Nacional da Administração

Pública untuk tahun anggaran 2023 berjumlah sebesar $1.037.825,00. Rincian

anggaran tersebut meliputi: Gaji Pegawai Negeri Sipil (Salariu Vensimentu)

sebesar $498.216,00, dan yang diimpementasi (15,56%) Barang dan

Pelayanan (Bens Servisu) sebesar $502.609,00, dan yang diimpementasi

(45,79%) Modal Kecil (Capital Minor) sebesar $34.000,00, dan yang

diimpementasi (17,66%) dan Transferensi Publik (Transferensia Públiku)

sebesar $3.000,00. Anggaran ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan

berbagai program strategis dan operasional yang telah dirancang oleh INAP
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sepanjang tahun tersebut. Namun, hingga akhir tahun, realisasi penggunaan

anggaran hanya mencapai $758.150,85, atau sekitar 72,8% dari total anggaran

yang tersedia. Artinya, terdapat sisa anggaran sebesar $279.674,15 (27,8%)

yang tidak terserap (Decreto-Lei N.º 1/2023 de 25 de Janeiro)16

Dalam pengelolaan keuangan publik, keseimbangan antara anggaran yang

dialokasikan dan anggaran yang direalisasikan merupakan indikator penting

dalam menilai kinerja fiskal dan efisiensi program. Ketidakterserapan anggaran

pada jumlah yang besar seperti yang ada di INAP pada tahun 2023

menunjukkan adanya tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Beberapa faktor yang berkontribusi antara lain: perencanaan anggaran yang

tidak sepenuhnya berbasis pada data kebutuhan aktual, kendala dalam proses

pengadaan, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi

internal. Akibatnya, beberapa program penting yang telah dirancang tidak

dapat dijalankan secara optimal. 17

Dampak dari rendahnya serapan anggaran tidak hanya dirasakan dalam

aspek teknis administrasi, tetapi juga dapat menurunkan efektivitas

kelembagaan dan kualitas layanan publik yang diberikan. Ketidakseimbangan

ini juga mencerminkan adanya celah dalam akuntabilitas dan transparansi,

yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat

terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi INAP dan

lembaga-lembaga pemerintah lainnya untuk memperkuat sistem perencanaan

dan pelaksanaan anggaran, mengembangkan mekanisme pemantauan dan

evaluasi yang lebih responsif, serta memastikan bahwa setiap alokasi anggaran

benar-benar mampu diterjemahkan menjadi dampak nyata bagi publik.

Reformasi pengelolaan keuangan yang berbasis prinsip efisiensi, akuntabilitas,

dan tata kelola yang baik merupakan langkah penting menuju pelayanan publik

yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

16 Mahmudi, 2016; Allen & Tommasi, (2001)
17 Mahmudi, 2016; Allen & Tommasi, (2001)
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Gambar Grafik1.2.
Perbandingan Anggaran Dan Realisasi Inap Tahun 202318

Sumber : Instituto Nacional da Administração Pública

Grafik di atas memperlihatkan perbandingan antara anggaran yang

dialokasikan dan realisasi belanja dari Instituto Nacional da Administração

Pública Timor-Leste pada tahun 2023 berdasarkan empat kategori utama. Dari

total anggaran sebesar $1.037.825, realisasi belanja hanya mencapai

$758.150,85, atau sekitar 72,8%, menunjukkan adanya sisa anggaran sebesar

$313.674,15 yang belum digunakan. pemerintah Timor-Leste. (2024).19

Kategori Gaji Pegawai Negeri Sipil (Gaji PNS) menunjukkan realisasi

sebesar $420.679,77 dari anggaran $498.216, atau sekitar 84,5% terserap,

menandakan efisiensi relatif tinggi di sektor SDM. Namun, kategori Barang

dan Pelayanan hanya menyerap sekitar 61%, yaitu $306.475,08 dari anggaran

$502.609, menunjukkan potensi hambatan dalam pengadaan atau pelaksanaan

18 Perbandingan Anggaran Dan Realisasi Inap (2023)
19 Pemerintah Timor-Leste. (2024).



11

program layanan pemerintah Timor-Leste. (2024).20 Sementara itu, Modal

Kecil (Capital Minor) menyerap $27.996 dari anggaran $34.000, sedangkan

Transfer Publik terserap 100%. Secara keseluruhan, kinerja pelaksanaan

anggaran tahun 2023 relatif baik, meskipun masih terdapat ruang untuk

perbaikan dalam efisiensi dan percepatan realisasi terutama pada kategori

belanja operasional. Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan bahwa

sisa anggaran yang besar tidak berulang di tahun-tahun mendatang pemerintah

Timor-Leste (2024).

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023

Merupakan instrumen penting dalam menilai kondisi fiskal dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara. Salah satu komponen utama dari laporan

tersebut adalah Neraca Pemerintah, yang merepresentasikan informasi

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah secara menyeluruh. Melalui

neraca ini, dapat dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran,

tingkat efisiensi belanja negara, serta kapasitas fiskal dalam membiayai

program pembangunan.21

Berdasarkan laporan neraca per 31 Desember 2023, posisi kas dan setara

kas pemerintah tercatat sebesar Rp430,75 triliun, mengalami penurunan

dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp460,52 triliun. Penurunan

ini merupakan indikator penting yang memerlukan kajian lebih lanjut guna

menentukan apakah kondisi tersebut mencerminkan keberhasilan dalam

optimalisasi penyerapan anggaran atau justru mengindikasikan adanya

ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan negara" (Mahmudi, 2016, hlm.

122; Mardiasmo, 2018, hlm. 253).

20.Pemerintah Timor-Leste. (2024)
21. Mahmudi, (2016, Hlm. 140); Mardiasmo, (2018, Hlm. 250)
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Gambar 1.3.
Neraca Keuangan Pemerintah Pusat Republik Indonesia

Neraca Per 31 Desember 2023

Sumber : Neraca Keuangan Pemerintah Pusat 2023 Indonesia22

Kas dan setara kas memegang peranan penting dalam menunjukkan

tingkat likuiditas jangka pendek pemerintah, serta kemampuannya untuk

memenuhi kewajiban rutin dan membiayai program-program prioritas.

Penurunan saldo kas sebesar Rp29,78 triliun pada tahun 2023 dapat

22 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2023 Indonesia
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diinterpretasikan sebagai peningkatan aktivitas belanja negara, khususnya

untuk kegiatan yang bersifat produktif. Meski demikian, dibutuhkan analisis

yang lebih mendalam guna memastikan apakah pengeluaran tersebut benar-

benar memberikan hasil yang sebanding terhadap capaian pembangunan

nasional. (Mardiasmo. 2018)23 Jika penurunan kas tersebut diiringi dengan

peningkatan aset produktif dan membaiknya layanan publik, maka hal ini

mencerminkan pengelolaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran.

Sebaliknya, jika kas hanya digunakan untuk pengeluaran jangka pendek tanpa

memberikan dampak jangka panjang yang signifikan, maka efektivitas belanja

publik patut dipertanyakan. Penurunan posisi kas, dalam hal ini, tidak dapat

dilihat semata-mata sebagai keberhasilan serapan anggaran, melainkan harus

dianalisis dalam kaitannya dengan output dan outcome yang dihasilkan..24

Fenomena konsentrasi realisasi anggaran menjelang akhir tahun anggaran

juga menjadi sorotan penting. Pola ini kerap menandakan lemahnya

perencanaan awal dan koordinasi pelaksanaan antarlembaga. Pelaksanaan

kegiatan secara tergesa-gesa pada penghujung tahun berpotensi menimbulkan

pemborosan dan menurunkan kualitas belanja, sehingga tujuan pembangunan

tidak tercapai secara optimal. Selain itu, rendahnya posisi kas negara dapat

mengganggu stabilitas fiskal dalam jangka pendek, terutama jika pemerintah

tidak memiliki cukup cadangan untuk menanggulangi kebutuhan mendesak

atau pembiayaan rutin..25

Dalam kerangka pengelolaan fiskal yang berkelanjutan, menjaga

keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran menjadi hal yang krusial.

Oleh karena itu, diperlukan sistem perencanaan kas yang fleksibel serta

pemantauan yang konsisten terhadap dinamika fiskal negara. Transparansi

dalam pelaksanaan anggaran juga tidak kalah penting. Penurunan kas tanpa

penjelasan yang memadai dapat menimbulkan keraguan publik terhadap

pengelolaan dana negara. Dalam sistem demokrasi yang terbuka, penyampaian

23 Mardiasmo. (2018)
24 . BPK RI (2022)
25. World Bank (2020)
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informasi yang jujur, terstruktur, dan berbasis data merupakan wujud dari

akuntabilitas yang harus dijaga. Kementerian Keuangan RI.26

Publik memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran digunakan

dan sejauh mana dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Oleh

sebab itu, laporan keuangan negara harus disertai narasi yang mampu

menjelaskan capaian program secara terukur dan dapat diverifikasi. Evaluasi

terhadap pelaksanaan anggaran sebaiknya tidak hanya berfokus pada tingkat

penyerapan, melainkan juga mencakup manfaat ril yang dihasilkan bagi

masyarakat. Penurunan kas yang disertai dengan peningkatan aset tetap atau

investasi jangka panjang, misalnya, dapat menjadi indikator positif selama

diikuti oleh hasil yang konkret dan berkelanjutan.27 Sebaliknya, peningkatan

piutang negara, stagnasi dalam pelayanan publik, atau rendahnya realisasi

belanja modal dapat mencerminkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan

anggaran. Oleh karena itu, perlu diterapkan sistem evaluasi kinerja anggaran

berbasis hasil (result-based budgeting), yang mampu menilai sejauh mana

anggaran berkontribusi terhadap tujuan pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dinamika

pelaksanaan anggaran pemerintah pusat tahun 2023 menunjukkan kompleksitas

yang tinggi. Meskipun terjadi peningkatan realisasi belanja, hal tersebut belum

cukup untuk menyatakan bahwa implementasi anggaran berhasil secara

menyeluruh. Efektivitas belanja hanya dapat dibuktikan melalui analisis atas

hasil pembangunan yang dicapai. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan

menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran. 28

Beberapa rekomendasi yang dapat diajukan antara lain: (1) memperkuat

proses perencanaan berbasis kebutuhan dan kinerja; (2) meningkatkan

kapasitas pengawasan dan evaluasi belanja; (3) mendorong percepatan realisasi

program tanpa mengorbankan kualitas; dan (4) memperluas akses publik

terhadap informasi fiskal untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi.

26. Kementerian Keuangan RI. (2023)
27 Mardiasmo,(2018, hlm. 158)
28 Allen, R. & Tommasi, D. (2001)
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Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan anggaran negara

menjadi lebih akuntabel, efektif, dan mampu mendorong pembangunan yang

inklusif dan berkelanjutan.

Kualitas laporan keuangan pemerintah menjadi salah satu cerminan tata

kelola fiskal yang akuntabel dan transparan. Berdasarkan Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, tampak bahwa pemerintah terus

menunjukkan upaya peningkatan dalam meningkatkan untuk menyampaikan

informasi keuangan yang lebih akurat dan sesuai dengan standar akuntansi

pemerintahan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan signifikan nilai aset tetap,

yakni dari Rp6.729,88 triliun menjadi Rp6.964,29 triliun, yang menunjukkan

bahwa belanja modal telah dicatat dengan baik dan sesuai prinsip akuntansi

berbasis aktual.29 Selain itu, peningkatan nilai investasi jangka panjang dari

Rp3.759,59 triliun menjadi Rp4.077,23 triliun menunjukkan keseriusan

pemerintah dalam penguatan instrumen fiskal jangka panjang. Keterbukaan

dalam mengungkap nilai dan jenis investasi ini turut memperkuat dimensi

akuntabilitas publik. Dari sisi piutang, nilai bruto yang tercatat sebesar

Rp498,04 triliun mengindikasikan adanya penerimaan yang masih tertunda.

Namun, konsistensi dalam pencatatan menunjukkan perbaikan dalam sistem

pengendalian penerimaan negara. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb),

Kementerian Keuangan RI. 30

Terakhir, sinkronisasi antara laporan neraca, laporan operasional, dan

laporan perubahan saldo anggaran lebih memberikan gambaran yang

terintegrasi mengenai posisi fiskal negara. Konsistensi ini penting untuk

memastikan bahwa laporan keuangan tidak hanya menjadi dokumen

administratif, melainkan juga sebagai alat strategis untuk evaluasi dan

pengambilan keputusan. Untuk memperkuat capaian ini, pemerintah perlu terus

meningkatkan kapasitas SDM di bidang keuangan negara, memperbarui sistem

29. Mardiasmo. (2018)
30. Kementerian Keuangan RI. (2024)
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informasi akuntansi, serta memperkuat pengawasan eksternal melalui BPK dan

partisipasi aktif masyarakat. Sumber Pengolahan.31

Gambar Grafik.1.5.
Komposisi Aset Pemerintah Republik Indonesia

per 31 Desember 2023

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 202332

Grafik yang ditampilkan menggambarkan struktur aset Pemerintah

Republik Indonesia per 31 Desember 2023, berdasarkan data dari neraca

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Aset negara dikelompokkan ke

dalam tiga kategori utama yang mencerminkan prioritas dalam pengelolaan

kekayaan negara.

1) Pertama, aset tetap menjadi porsi terbesar, yakni 58,3% dari total aset.

Komponen ini mencakup tanah, gedung, jalan, jaringan, peralatan, dan

mesin yang digunakan untuk mendukung layanan publik. Dominasi aset

tetap menunjukkan orientasi pemerintah terhadap investasi jangka

panjang di bidang infrastruktur dan pelayanan dasar yang berkelanjutan.

2) Kedua, investasi jangka panjang menyumbang 34,2%, yang meliputi

penyertaan modal negara pada BUMN, dana bergulir, serta dana abadi

31. Gary Bandy (2023 edisi ketiga)
32. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2023
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untuk sektor pendidikan dan lingkungan. Kategori ini mencerminkan

strategi pemerintah dalam memperkuat aset produktif dan mendukung

pembangunan berkelanjutan.

3) Ketiga, aset lancar hanya berkontribusi 7,5%, yang mencerminkan

posisi likuiditas pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

Sumber Pengolahan :Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2023

Indonesia dan Timor Leste .33

Secara keseluruhan, grafik ini memperlihatkan bahwa mayoritas kekayaan

negara berorientasi pada kepemilikan aset jangka panjang, baik dalam bentuk

fisik maupun investasi strategis. Struktur ini menjadi pondasi penting bagi

kesinambungan fungsi pemerintahan dan mendukung upaya pembangunan

nasional secara berkelanjutan. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana

program kerap kali terjadi ketika informasi mengenai alokasi, penggunaan,

serta hasil pelaksanaan anggaran tidak disampaikan secara terbuka, lengkap,

dan mudah diakses oleh pegawai maupun pemangku kepentingan terkait.

Kondisi ini meliputi tidak tersedianya laporan keuangan yang menjelaskan

detail penggunaan dana, serta minimnya pelaporan mengenai hasil dan

efektivitas program. Akibatnya, baik pegawai negeri maupun masyarakat sulit

menilai apakah suatu program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ketertutupan ini memicu keraguan atas akuntabilitas lembaga, termasuk dalam

hal pencapaian target dan penggunaan anggaran negara secara tepat guna.

Mardiasmo (2018. Halaman: 105–110). Selain itu, ketidakkonsistenan dalam

pengambilan keputusan oleh administrator lembaga, khususnya dalam

implementasi anggaran program-program yang telah dirancang oleh Instituto

Nacional da Administração Pública), turut memperparah permasalahan.

Ketidakpastian dalam pelaksanaan anggaran menyebabkan sejumlah program

tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan berdampak langsung pada kualitas

laporan keuangan tahunan. Ketika pelaksanaan program tidak mengikuti

perencanaan, maka pada akhir tahun fiskal akan muncul ketidaksesuaian antara

33Mardiasmo. (2018. Halaman 10 0–110)
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realisasi dan rencana anggaran yang berdampak negatif pada kredibilitas

laporan keuangan institusi. 34

Lemahnya pengawasan dalam pengelolaan dana juga menjadi tantangan

serius, khususnya dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk

peningkatan kapasitas ASN di Timor Leste. Tanpa sistem kontrol yang

memadai, beberapa risiko yang mungkin timbul antara lain: potensi

penyalahgunaan dana, ketidaktepatan alokasi anggaran (misalnya, lebih banyak

digunakan untuk keperluan administratif daripada untuk kegiatan inti), serta

menurunnya kualitas program pendidikan dan pelatihan. Ketiadaan mekanisme

evaluasi yang kuat membuat lembaga sulit mengukur efektivitas program dan

menghindari pemborosan. Untuk menilai kinerja keuangan dan efektivitas

penggunaan anggaran, analisis rasio keuangan dapat digunakan sebagai salah

satu alat evaluatif. Melalui pendekatan ini, data dalam laporan keuangan dapat

dianalisis untuk mengungkapkan makna dan kinerja keuangan institusi dari

tahun ke tahun. Di Instituto Nacional da Administração Pública , proses ini

mencakup analisis laporan posisi keuangan, alokasi dan realisasi anggaran,

serta pencapaian program kerja. Karena itu, laporan keuangan harus disusun

secara menyeluruh dan objektif, mengakomodasi kebutuhan informasi bagi

pemangku kepentingan internal maupun eksternal..35

Kualitas laporan keuangan sektor publik sendiri mencerminkan tingkat

pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. bentuk pertanggungjawaban

terhadap pengelolaan dana publik yang bersumber dari pajak, retribusi, dan

berbagai transaksi lainnya. Oleh karena itu, laporan keuangan harus mampu

memberikan gambaran utuh tentang pengelolaan keuangan negara secara

akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan

etika publik.36 Namun demikian, tantangan besar yang dihadapi Instituto

Nacional da Administração Pública adalah belum adanya unit audit internal

34. Mahmudi, (2016, hlm. 112); Mardiasmo, (2018, hlm. 132)
35. Mardiasmo, (2018, hlm. 212)
36. Menurut Masmudi (2003, hlm. 77)
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yang kompeten untuk mengawasi implementasi program dan menelaah laporan

keuangan yang disusun oleh administrator keuangan. Lemahnya pengawasan

ini mengakibatkan kesulitan dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi

penggunaan anggaran. Risiko yang muncul antara lain adalah pemborosan

dana, ketidaksesuaian pencatatan transaksi, pelanggaran terhadap standar

akuntansi, serta potensi terjadinya penyimpangan yang luput dari deteksi.

Ketiadaan mekanisme audit juga berdampak pada menurunnya kepercayaan

publik terhadap transparansi dan akuntabilitas Instituto Nacional da

Administração Pública sebagai lembaga yang seharusnya menjadi panutan

dalam tata kelola pemerintahan yang baik.37

Laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Indonesia dan Instituto

Nacional da Administração Pública (INAP) Timor-Leste menunjukkan adanya

perbedaan mendasar dalam berbagai aspek, termasuk regulasi, standar

akuntansi, struktur pelaporan, sistem pengawasan, dan kapasitas kelembagaan.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

berbasis aktual secara menyeluruh sejak tahun 2015, sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan disusun oleh

masing-masing Kementerian/Lembaga (LKKL) dengan format yang terdiri dari

enam komponen utama, lalu dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (LKPP). Seluruh proses pelaporan ini diawasi secara

independen oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), guna menjamin

transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Di sisi lain, INAP Timor-Leste masih menggunakan sistem pelaporan

berbasis kas menuju aktual, yang tergolong lebih sederhana. Laporan

keuangannya umumnya terbatas pada penyajian anggaran dan realisasi belanja,

serta belum sepenuhnya mengadopsi format pelaporan standar internasional,

seperti neraca dan laporan arus kas. Selain itu, kelembagaan pengawasan

internal di INAP masih menghadapi tantangan, mengingat belum adanya unit

audit internal yang bersifat independen serta belum digunakannya sistem

37 Kuntadi (2019, Bab 6–7)



20

informasi keuangan yang terintegrasi sebagaimana diterapkan di Indonesia

melalui aplikasi SAKTI dan SPAN. Dari perbandingan ini, terlihat bahwa

meskipun kedua negara sama-sama memiliki komitmen terhadap keterbukaan

informasi fiskal, Indonesia menunjukkan kemajuan yang lebih signifikan

dalam praktik akuntabilitas dan tata kelola keuangan publik, khususnya melalui

infrastruktur regulasi dan teknologi informasi yang mendukung proses

pelaporan secara lebih andal dan transparan

Tabel 1.6.
Perbandingan Laporan Keuangan

Pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor Leste
Tahun 2023

Sumber :pengolahan data Peneliti 2025

Perbandingan laporan keuangan antara Pemerintah Indonesia dan Instituto

Nacional da Administração Pública (INAP) Timor-Leste tahun 2023

memperlihatkan perbedaan mendasar dari aspek regulasi, teknis akuntansi,

hingga kelembagaan pelaporan. Pemerintah Indonesia menerapkan Standar

Aspek Pemerintah Indonesia INAP Timor-Leste
Dasar Hukum PP No. 71 Tahun 2010 tentang

SAP
Decreto-Lei N.º 1/2023 de 25 de
Janeiro

Standar Akuntansi Akrual penuh (Standar Akuntansi
Pemerintahan / SAP)

Cash toward Accrual (kas menuju
akrual)

Struktur Laporan 6 komponen: LRA, LO, Neraca,
LAK, LPSAL, CaLK

Ringkasan alokasi dan realisasi
anggaran tahunan

Lembaga Penyusun Kementerian/Lembaga menyusun
LKKL → dikonsolidasikan oleh
Kementerian Keuangan → LKPP

INAP menyusun sendiri
berdasarkan pengalokasian dari
OGE

Pengawasan
Eksternal

Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK)

Tribunal de Contas Timor-Leste
(lembaga audit nasional)

Pengawasan
Internal

Inspektorat Jenderal dan Unit
Audit Internal

Belum memiliki unit audit internal
independen

Sistem Informasi
Keuangan

SPAN, SAKTI, SIMAK BMN Manual & Excel; belum
menggunakan sistem terpadu

Pelaporan Aset &
Liabilitas

Lengkap: Aset Tetap, Investasi
Jangka Panjang, Liabilitas, Ekuitas

Tidak semua dicatat; fokus pada
anggaran belanja operasional

Transparansi &
Publikasi

Dipublikasikan secara terbuka
melalui DJPB, Kemenkeu, BPK

Dipublikasikan terbatas melalui
laporan tahunan OGE

Fungsi Evaluatif Digunakan untuk penyusunan
APBN, evaluasi program berbasis
hasil

Lebih bersifat administratif, belum
sepenuhnya digunakan sebagai alat
evaluati
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Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual penuh sesuai PP No. 71 Tahun 2010,

yang menghasilkan laporan keuangan komprehensif dengan enam komponen

utama, seperti neraca dan laporan arus kas. Sebaliknya, INAP Timor-Leste

masih menggunakan pendekatan Cash Toward Accrual berdasarkan Decreto-

Lei N.º 1/2023, yang menghasilkan laporan terbatas pada anggaran dan

realisasi belanja, tanpa komponen pelaporan yang mencerminkan posisi

keuangan secara menyeluruh.

Dari sisi kelembagaan dan infrastruktur, Indonesia memiliki sistem

pelaporan yang lebih maju dan terintegrasi secara digital melalui aplikasi

seperti SPAN, SAKTI, dan SIMAK BMN, serta didukung pengawasan internal

dan eksternal yang kuat. Laporan disusun secara konsolidatif oleh Kementerian

Keuangan dan diaudit independen oleh BPK. Di sisi lain, INAP menyusun

laporan secara manual dan terpisah, tanpa dukungan sistem informasi

keuangan terpadu, serta belum memiliki unit audit internal independen.

Akibatnya, laporan keuangan Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai

dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat evaluasi dan pengambilan

keputusan berbasis data, sedangkan laporan keuangan INAP masih terbatas

pada fungsi pencatatan anggaran secara administratif.

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan

sebelumnya, penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji secara mendalam isu

yang diangkat, dengan mengusung judul sebagai berikut “Analisis

Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Instituto

Nacional da Administração Pública (INAP) Timor-Leste”, dengan harapan

hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan manajemen

keuangan publik di lembaga tersebut dan pemerintahan secara umum.38

38 Mardiasmo (2018)



22

B. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada Latar Belakang Masalah,

ada beberapa upaya yang dilakukan sebagai bentuk Keterbukaan Informasi

pada Instituto Nacional da Administração Público (INAP)adalah sebagai

berikut :

1. Pengelolaan dan pelaporan keuangan pada Instituto Nacional da

Administração Público (INAP) belum konsisten.

2. Banyak laporan keuangan yang tidak akurat atau tidak mencerminkan

kondisi dengan tepat.

3. Tidak transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan pada program

Pendidikan dan pelatihan sehingga dapat mengurangi kepercayaan publik

dan stakeholder terhadap Instituto Nacional da Administração Público

(INAP).

4. Ada kemungkinan anggaran yang dialokasikan tidak digunakan secara

efisien, sehingga mengakibatkan pemborosan dan tidak ada hasil yang

maksimal dari program diklat. Sehingga dapat mengakibatkan tidak

efektifitas-nya laporan keuangan.

5. Sistem pengelolaan keuangan yang tidak terintegrasi, sehingga

meningkatkan risiko kesalahan pencatatan atau pelaporan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, penelitian ini difokuskan untuk

menjawab pokok-pokok persoalan sebagai berikut :

1. Mengapa kualitas laporan keuangan pada program-program di Instituto

Nacional da Administração Pública (INAP) Timor-Leste belum mencapai

tingkat optimal ?

2. Bagaimana strategi peningkatan laporan keuangan yang lebih berkualitas,

transparan, dan akuntabel pada program Instituto Nacional da

Administração Pública (INAP) Timor-Leste ?
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang

menyebabkan belum optimalnya kualitas laporan keuangan pada

program-program yang dilaksanakan oleh Instituto Nacional da

Administração Pública (INAP) Timor-Leste.

b. Mengkaji serta merumuskan strategi peningkatan laporan keuangan

yang lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel guna mendukung

efektivitas pelaksanaan program di lingkungan INAP Timor-Leste.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang

berharga baik bagi perkembangan keilmuan atau akademis maupun

pihak yang memanfaatkan hasil penelitian ini. Secara rinci, manfaat

penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik

Mardiasmo (2018) hlm. 22–25, 25339. Penelitian ini diharapkan

dapat memberikan sumbangan ilmiah yang berarti dalam penguatan

Program Magister Terapan, khususnya pada bidang kajian

penyelenggaraan keuangan negara yang kian kompleks dan menuntut

respons adaptif terhadap dinamika lingkungan bisnis maupun tata

kelola pemerintahan modern. Dari sisi teoritis, temuan penelitian ini

berpotensi memperkaya pemahaman atas implementasi konsep-konsep

manajemen keuangan dalam praktik sektor publik. Selain itu, prinsip-

prinsip manajemen perubahan meliputi kesadaran (awareness),

kemauan (desire), pengetahuan (knowledge), kemampuan (ability), dan

penguatan (reinforcement) yang diharapkan dapat menjadi acuan

konseptual dan metodologis bagi penelitian selanjutnya yang

mengangkat isu-isu.

2. Manfaat Peneliti

39 Mardiasmo (2018) hlm. 22–25, 253
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Bagi peneliti, 40. Penyusunan tesis ini diharapkan menjadi wahana

pembelajaran yang mendalam, baik dari segi konseptual maupun

empiris, khususnya dalam menelaah berbagai strategi peningkatan

kualitas laporan keuangan pada program-program yang dijalankan oleh

Instituto Nacional da Administração Pública (INAP) Timor-Leste.

Melalui proses ini, peneliti memperoleh kesempatan untuk memperkaya

pengalaman akademik sekaligus memperdalam pemahaman terhadap

dinamika tata kelola keuangan sektor publik, terutama dalam konteks

institusi pemerintahan di negara berkembang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

40 Bagi peneliti, Sugiyono (2019)40.
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Dengan sinergi antara peningkatan kapasitas sumber daya manusia,

kepemimpinan yang kuat, regulasi yang memadai, dan dukungan pengembangan

ilmu pengetahuan, kualitas pelaporan keuangan di lingkungan INAP Timor-Leste

diharapkan dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Pada akhirnya, tata kelola

keuangan yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab akan menjadi

pondasi penting dalam memperkuat akuntabilitas publik serta mendukung

pencapaian tujuan institusional secara optimal
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